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Keluarga Benteng Kuat
untuk Tangkal Radikalisme

JAKARTA-Keputusan Pemerintah memblokir
sejumlah situs yang diduga menyebarkan pa-
ham radikal menuai pro dan kontra. Meski
begitu, pemerintah, terutama Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku
pihak pengusul kukuh dengan alasan penutu-
pan tersebut. Situs-situs itu dianggap menye-
barkan kebencian dan konflik SARA.

Pemblokiran situs-situs tersebut bermula dari
usulan BNPT kepada Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo). BNPT ber-
alasan pemblokiran situs-situs tersebut sebagai
upaya mencegah berkembangnya paham-pa-
ham radikalisme di Indonesia. Sebab, selama ini,
sebagian besar proses rekrutmen jaringan teror-
is dilakukan lewat media internet. Baik
website, blog, maupun media sosial.

Kepala BNPT Komjen Saud Us-
man Nasution menjelaskan, ada
beberapa alasan yang membuat
situs-situs tersebut diusulkan
untuk diblokir. Alasan utama ada
pada konten situs tersebut. Konten-
nya mermuat tulisan yang mengajar-
~ kan pemahaman jihad yang radikal,
dan dianggap bertentangan dengan
ajaran agama Islam.

"Ada juga yang menjelaskan
tentang paham-paham takfiri
(mengkafirkan pihak yang tid
sesuai pemahamannya), ini

kan nggak boleh,” terang

Saud usai rapat di kantor

Kemenkopolhukam ke-
marin (31/3) =
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Lalu ada pula yang kontennya
mengobarkan semangat per-
musuhan antar sesama umat
beragama. Juga, situs yang kon-
tennya memuat kebencian ter-
‘hadap kelompok-kelompok
tertentu yang berkaitan dengan
SARA.

Menurut Saud, apabila situasi
itu dibiarkan terus, maka akan
dianggap biasa sehingga keba-
blasan. “Misalnya mengajak ji-
had ke Syiria, mengatakan di
sana ada pekerjaan yang meng-
giurkan, itu kan info menyesat-
kan,” lanjut mantan Kadivhu-
mas Polri itu.

Saud mengakui, sebenarnya
tidak semua situs yang diblokir
itu full berisikan konten radika-
lisme. Ada yang kontennya ver-
si BNPT sudah bagus, namun
masih terselip tulisan-tulisan
radikal. Mengobarkan keben-
cian, permusuhan, dan SARA.
"Selama berminggu-minggu
(tulisan itu) tidak ditarik, se-
hingga kami ajukan pembloki-
ran sebagai langkah preventif,”
ucapnya.

Disinggung apakah sudah
bertemu para admin situs terse-
but, Saud menggeleng. Menurut
dia, posisi admin situs-situs
yang diblokir tidak bisa dipasti-

kan. Ada yang di luar negeri,
atau di daerah tertentu yang
lokasinya tidak jelas. )

Untuk ke depan, pihaknya
akan melakukan kajian lebih
dalam terhadap media. Tidak
hanya situs online, namun juga
media cetak atau bahkan media
elektronik yang diduga menye-
barkan paham serupa. Sejum-
lah situs saat ini juga masih
dalam pantauan, apakah ber-
potensi menyebarkan paham
radikal atau tidak.

Dia meminta para admin
website untuk lebih mampu
menyaring informasi yang akan
dipublikasikan. Sehingga, tidak
sampai muncul lagi tulisan-tu-
lisan bernada radikal yang ber-
edar bebas. Sebaliknya, dia juga
meminta para ulama dan pe-
mikir-pemikir agama untuk le-
bih aktif membuat tulisan yang
mampu meng-counter tulisan-
tulisan bernada radikal.

Terpisah, Pemred Hidayatul-
lah, Mahladi tidak sepakat de-
ngan langkah Kominfo mem-
blokir situs media yang dipim-
pinnya. Selama 20 tahun keber-
adaan Hidayatullah, tidak per-
nah ada yang mempermasalah-
kan. Kini, tiba-tiba pihaknya
dituduh menyebarkan paham
radikal dan memanasi masyara-
kat untuk bergabung ISIS.

“Kami ingin dikembalikan pa-
da posisi semula, tidak diblo-
kir” tegasnya. Dia dan beberapa
pemied situs lainnya telah me-
lakukan pertemuan dengan
pihak Kominfo. Tujuannya,
mempertanyakan alasan pem-
blokiran. Hidayatullah dan situs
lainnya seolah langsung mene-
rima penghakiman. Sebab, ti-
dak pernah dipanggil sebelum-
nya untuk ditanya.

Lebih lanjut dia menegaskan,
informasi yang disampaikan di
Hidayatullah konsisten untuk
mengajak berislam secara be-
nar. Jadi, kalau medianya ditu-
duh menyebarkan radikalisme,
dia bingung. Bagian mana yang
lantas dikategorikan sebagai
perbuatan meresahkan itu. ”Se-
telah dua puluh tahun, kami
diblokir secara tiba-tiba, itu
janggal,” terangnya.

Dia juga mempertanyakan si-
kap Kominfo yang asal meneri-
ma aduan dari BNPT. Tanpa

"melakukan pengecekan secara

mendalam, langsung dimasuk-
kan dalam daftar situs berbaha-
ya. "Kami tidak tahu, apakah
Kominfo sudah melakukan in-
vestigasi ke kami atau belum,”
jelasnya.

Suara senada muncul dari
Pemred Salam Online, Ibnu
Salmani. Dia menegaskan, pi-
haknya tidak punya afiliasi de-
ngan ISIS. Baginya, kelompok
radikal yang ada di Suriah itu
tidak penting bagi perkemba-
ngan medianya. "Kami tidak
memberitakan ISIS. Apa itu
ISIS? Tidak penting bagi kami,”
tegasnya. :

Dia punya alasan kuat kenapa
Salam Online tidak punya hu-
bungan dengan ISIS. Berita-be-
rita di medianya merujuk pada
artikel di kantor berita terke-
muka. Seperti BBC, Antara,
Reuters, AFP, sampai CNN.
Nah, kalau pihaknya hanya me-
neruskan berita, lantas disebut
radikal, bagaimana dengan
kantor berita itu, tanya dia.

Di tempat terpisah, pemerha-
ti masalah perempuan dan
anak DR Giwo Rubianto meng-
imbau agar perempuan berpe-
ran aktif dalam mencegah ma-
suknya paham radikal, terma-
suk ISIS. Perempuan juga harus
mendeteksi dini terhadap ang-
gota keluarga dan lingkungan
sekitar agar anak dan masyara-
kat tidak menjadi korban ISIS.

"Keluarga harus menjadi ben-

teng kuat untuk menangkal
ISIS, sehingga tidak ada celah
sedikit pun paham ISIS masuk
ke lingkungan keluarga,” kata
mantan Ketua KPAI ini.

”Pastikan memilih guru aga-
ma terbaik bagi anak, bukan
guru agama yang memiliki alir-
an garis keras,” lanjut Ketua
Umum Kowani ini.

Terakhir, Giwo berharap ne-
gara memastikan perlindungan
terhadap warganya dan agar
ISIS tidak berkembang di Indo-
nesia,” pungkas dia.

Sementara itu, Wakil Presiden
JusufKalla (JK} mengatakan, pe-
nyebaran paham radikalisme
yang mengajarkan kekerasan
berkedok agama memang harus
dihentikan. Namun, dia me-
minta agar upaya pemblokiran
situs-situs tidak dilakukan sem-
barangan. "Hati-hati, jangan
asal blokir,” ujarnya di Kantor
Wakil Presiden kemarin (31/3).

Menurut JK, dirinya sudah
berbicara langsung dengan
Menteri Komunikasi dan Infor-
matika (Menkominfo) Rudian-
tara terkait langkah pembloki-
ran. Dia menyebut, harus ada
kriteria jelas terkait kejelasan

apakah situs-situs tersebut me- -

mang masuk kategori penyebar
paham radikalisme. "Jangan
semuanya yang ada nama
Islam-nya, langsung (diblokir),
tidak boleh,” katanya.

JK mengatakan, harus ada pe-
meriksaan konten atau isi situs
secara menyeluruh. Sebab, bisa
saja beberapa konten hanya
berisi penafsiran-penafsiran
atas ajaran tertentu, atau kon-
tennya tidak mengikat sehingga
lebih bersifat sebagai pengeta-
huan. "Kalau kontennya selalu
ada radikalisme, itu jelas ekst-
rem, otomatis (harus diblokir),”
ucapnya.

JK juga meminta pihak-pihak
yang menentang pemblokiran
agar tidak langsung menuduh
pemerintah merampas hak me-
ngemukakan pendapat dan
mendapat informasi. Sebab, re-
komendasi pemblokiran bukan
berasal dari Kemenkominfo,
melainkan dari Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme
(BNPT) yang sudah memiliki
analisis mendalam. "Jadi ini da-
ri institusi keamanan,” ujarnya.

Kementerian Agama (Keme-
nag) dan Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) ikut menyikapi
permintaan Badan Nasional

kwah”

Penariggulangan Terorisme
(BNPT) untuk menutup 22 web-
site yang diduga menyebar pa-
ham Islam radikal. Baik Keme-
nag maupun MUI kompak pen-
cegahan paham radikal harus
selektif, tidak asal main blokir.

Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat (Dirjen Bimas)
Isiam Kemenag Machasin me-
nuturkan dia belum sempat
melihat satu persatu dari se-
mua website yang diusutkan
diblokir itu. Guru besar bidang
sejarah kebudayaan Islam UIN
Jogjakarta itu mengatakan, per-
kembangan lebih teknis me-
nunggu laporan dari tim Keme-
nag yang ikut pertemuan de-
ngan Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo).

Dari pengamatan sementara,
Machasin mengatakan me-
mang ada beberapa website
yang menyebarkan paham ti-
dak sesuai dengan prinsip
NKRI. Kemudian juga ada web-
site yang menebarkan paham
radikalisme dengan mengguna-
kan atau menyebarkan berita-
berita bohong. "Kalau séperti
ini memang seharusnya ditutup
saja,” katanya di Jakarta kema-
rin. (byu/dim/gun/wan)
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